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ABSTRAK 

ANALISIS PENGARUH DANA DESA, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN 

BELANJA MODAL TERHADAP KETIMPANGAN WILAYAH DI PULAU 

SUMATERA 

Oleh: 

Gamaleri; Didik Susetyo; Siti Rohima 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana desa, dana alokasi 

khusus, dan belanja modal terhadap ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  data panel dari 10 provinsi di 

Pulau Sumatera dalam  rentang waktu 2015-2021. Teknik analisis yang digunakan 

adalah teknik analisis regresi linier berganda data panel dengan metode 

pendekatan Random Effect Model (REM). Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa secara simultan variabel dana desa, dana alokasi khusus, dan belanja modal 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap ketimpangan wilayah di Pulau 

Sumatera. Adapun secara parsial terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap 

ketimpangan wilayah yaitu variabel dana alokasi khusus dan variabel belanja 

modal, sedangkan variabel dana desa tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera. 

Kata Kunci: Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal, Ketimpangan 

Wilayah. 
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ABSTRACT 

ANALYSIS OF THE EFFECT OF VILLAGE FUNDS, SPECIAL 

ALLOCATION FUNDS, AND CAPITAL EXPENDITURES ON 

REGIONAL INEQUALITY ON THE ISLAND OF SUMATRA 

By: 

Gamaleri; Didik Susetyo; Siti Rohima 

This study aims to analyze the effect of village funds, special allocation funds, and 

capital expenditures on regional inequality on the island of Sumatra. The data 

used in this study is panel data from 10 provinces on the island of Sumatra in the 

2015-2021 time frame. The analysis technique used is a linear regression analysis 

technique with multiple panel data with the Random Effect Model (REM) 

approach method. The results of this study show that simultaneously the variables 

of village funds, special allocation funds, and capital expenditures together affect 

regional inequality on the island of Sumatra. Partially there are two variables that 

affect regional inequality, namely the special allocation fund variable and the 

capital expenditure variable, while the village fund variable does not have a 

significant effect on regional inequality on the island of Sumatra. 

Keywords: Village Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure, Regional 

Inequality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Permasalahan utama dalam mendorong pembangunan ekonomi di suatu negara, 

terutama negara yang memiliki banyak kepulauan adalah kesenjangan sumber 

daya dan perbedaan perekonomian antar daerah (Azizi, 2018). Pembangunan 

ekonomi yang dimaksud adalah proses pengelolaan sumber daya yang dilakukan 

secara berkesinambungan oleh unsur masyarakat dan pemerintah guna 

menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mendongkrak perekonomian. 

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses kompleks yang mampu 

meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu 

(Nangarumba, 2015).  

 Pembangunan ekonomi di Indonesia diarahkan untuk mewujudkan 

masyarakat yang semakin sejahtera, makmur dan berkeadilan. Kurniasih (2013) 

menegaskan bahwa salah satu pencapaian pembangunan ekonomi adalah 

pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pendapatan antar penduduk, 

antar wilayah, dan antar sektor. Pada kenyataannya, perkembangan ekonomi tidak 

selalu diiringi oleh pemerataan ekonomi yang proporsional sehingga hal ini 

menjadi masalah yang harus dihadapi dengan serius. Beberapa daerah mencapai 

pertumbuhan cepat, sedangkan daerah-daerah lain mengalami pertumbuhan yang 

lambat. Daerah-daerah ini belum banyak berkembang karena berbagai faktor, 

misalnya karena kurangnya sumber daya, investor sering memilih daerah 
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perkotaan atau daerah dengan infrastruktur yang mapan untuk tenaga kerja 

terampil, listrik, telekomunikasi, dan transportasi. Redistribusi pembagian 

pendapatan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga tidak seimbang, yang 

dapat mengakibatkan perbedaan kemajuan antar daerah (pertumbuhan ekonomi) 

(Kuncoro, 2004). 

Suatu daerah dapat dikategorikan berhasil dalam mendorong 

pembangunan ekonomi apabila daerah tersebut mampu meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan standar hidup masyarakatnya secara 

merata. Tanpa pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi hanya akan 

memperlebar kesenjangan antara masyarakat kaya dan miskin atau antar daerah 

yang maju dan daerah tertinggal. Ketimpangan yang tinggi dapat menyebabkan 

sejumlah masalah, seperti masalah kecemburuan sosial, rentan terjadi disintegrasi 

regional, dan ketidakseimbangan ekonomi yang lebih luas. Di Indonesia sendiri 

terlihat adanya wilayah yang maju dan yang kurang maju sebagai akibat dari 

perbedaan tersebut, maka disinilah peran pemerintah diperlukan dalam 

penyelesaian pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan wilayah 

sehingga ketika pertumbuhan ekonomi meningkat maka pemerataan wilayah juga 

akan meningkat (Andhiani et al., 2018).  

Indonesia merupakan negara yang tersusun dari banyak kepulauan dimana 

salah satu pulau terbesarnya adalah Pulau Sumatera. Pulau Sumatera menjadi 

pulau terbesar keenam di dunia dengan luas ± 473.481     dan jumlah penduduk 

sebanyak 57.940.351 juta jiwa (sensus 2020) atau 21,68 persen dari persentase 

penduduk Indonesia (Teniwut, 2022). Pulau Sumatera tersusun dari sepuluh 
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provinsi, dimana setiap provinsi dikaruniai dengan potensi sumber daya dan 

karakteristik wilayah yang berbeda pada masing-masing daerah. Perbedaan inilah 

yang menyebabkan ketimpangan pendapatan dan perbedaan tingkat pertumbuhan 

ekonomi. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, teknologi, sosial, 

ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda pada setiap daerah.  

Karakteristik fisik dan sosial wilayah di Pulau Sumatera yang beragam 

memberikan berbagai potensi wilayah berbeda. Perbedaan potensi daerah ini 

menimbulkan ketimpangan, baik yang bersifat antar wilayah, antar desa dan kota, 

maupun antar kategori sosial ekonomi. Dengan terkonsentrasinya kegiatan 

ekonomi di beberapa provinsi yang kaya akan sumber daya alam, perbedaan 

tersebut dapat menjadi penghambat pemerataan pembangunan. Kekayaan alam 

tersebut seharusnya menjadi nilai tambah bagi pembangunan ekonomi dan 

diharapkan dapat menyebar (spread effect). Namun pada kenyataannya kekayaan 

alam ini tidak dimiliki setiap provinsi secara merata. Hal inilah yang dapat 

menyebabkan kesenjangan pada masing-masing provinsi (Andhiani et al., 2018). 

Kondisi ketimpangan wilayah di Pulau Sumatera dapat digambarkan melalui 

indikator Indeks Williamson yang bisa dilihat pada Gambar 1.1. 
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Gambar 1.1 Perkembangan Indeks Williamson 10 Provinsi di Pulau 

Sumatera 

Sumber : BPS (2022), data diolah. 

 

Indeks Williamson dipergunakan dalam pengukuran tingkat ketimpangan 

antar wilayah dengan metode pendekatan jumlah penduduk dan PDRB perkapita. 

Indeks Williamson diukur antara 0 sampai dengan 1, semakin mendekati 0 maka 

ketimpangan antar provinsi di Pulau Sumatera akan semakin rendah yang ditandai 

dengan pertumbuhan ekonomi yang merata. Sebaliknya, ketika Indeks Williamson 

mendekati 1 maka ketimpangan pembangunan antar provinsi di Pulau Sumatera 

akan semakin tinggi yang menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi regional 

yang tidak merata (Noviar, 2021). 

Gambar 1.1 menunjukkan kondisi Indeks Williamson dari sepuluh 

provinsi di Pulau Sumatera, secara garis besar dalam tiga tahun terakhir Provinsi 

Sumatera selatan cenderung berada dalam klasifikasi ketimpangan tinggi dengan 

rata-rata indeks Williamson sebesar 0,74. Sementara itu untuk provinsi dengan 
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klasifikasi ketimpangan rendah ditempati Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

yang memiliki rata-rata indeks Williamson sebesar 0,19. Di Pulau Sumatera, 

terdapat indikasi bahwa akan semakin membesarnya ketimpangan pembangunan 

antar provinsi. Pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi 

Sumatera Utara akan meningkat dengan pesat, sementara provinsi lainnya seperti 

Provinsi Kep Bangka Belitung akan tertinggal. Adapun faktor penyebabnya 

diperkirakan akibat perbedaan dalam jumlah investasi dan tenaga kerja. Daerah 

yang kaya sumber daya alam akan tumbuh lebih cepat, sedangkan daerah miskin 

sumber daya akan tertinggal (Tan, 2013). Sementara itu, Andhiani et al., (2018) 

berpendapat bahwa ketimpangan daerah yang mengalami naik turun merupakan 

isu penting yang harus disikapi oleh pemerintah atau pihak terkait lainnya karena 

mempengaruhi setiap provinsi di setiap tahun. Jika pemerintah tidak mengambil 

tindakan untuk mengurangi ketimpangan, baik dari sisi distribusi fisik maupun 

distribusi ekonomi, maka akan terus terjadi bahkan memburuk.  

Di era otonomi daerah saat ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan 

untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai 

dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, dimana setiap daerah dituntut untuk 

mengelola potensi daerahnya sendiri secara tepat guna untuk mendorong proses 

pembangunan dengan tingkat pemerataan yang baik dan pertumbuhan ekonomi 

yang baik pula. Dengan demikian ketimpangan pembangunan antara wilayah yang 

maju dan wilayah yang tertinggal dapat menurun. Hal ini sesuai dengan Undang-

Undang Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Pemerintah daerah (Pemda) 
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bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya ekonomi sedemikian rupa 

sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut (Christia, 2019). 

Setiap daerah pada dasarnya memiliki pagu anggaran yang berbeda untuk 

memenuhi semua kebutuhannya, hal ini menyebabkan timbulnya ketidaksetaraan 

keuangan antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan uang dari 

APBN, dimana salah satunya Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk 

membantu pembiayaan kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Bado 

et al., 2019). Kebijakan dana alokasi khusus merupakan salah satu solusi yang 

diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan 

prioritas nasional yang menjadi urusan daerah, namun tidak atau belum 

tertampung dalam formulasi dana alokasi umum. Oleh sebab itu, kebijakan dana 

alokasi khusus ini menjadi prioritas utama dalam membantu daerah dengan 

kapasitas keuangan di bawah rata-rata nasional (Nuryadin & Suharsih, 2017). 

 

Gambar 1.2 Perkembangan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 10 

Provinsi di Pulau Sumatera. 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022), data diolah. 
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Berdasarkan Gambar 1.2, dapat diketahui bahwa realisasi DAK 10 

provinsi selama rentang waktu tiga tahun terakhir cenderung mengalami sedikit 

penurunan serta terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar provinsi, yaitu di 

Provinsi Sumatera Utara yang memiliki tingkat DAK paling tinggi jika 

dibandingkan dengan daerah lain. Provinsi Sumatera Utara merupakan wilayah 

dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar di Pulau Sumatera, selain itu 

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki sumber daya alam yang melimpah serta 

tingkat investasi dan tenaga kerja yang tinggi. Hal tersebut menjadi tolak ukur 

pemerintah pusat dalam menyalurkan DAK sesuai dengan kriteria-kriteria yang 

telah ditetapkan pemerintah pusat, baik kriteria umum, kriteria khusus, maupun 

kriteria teknis guna mendorong percepatan pembangunan ekonomi melalui 19 

bidang yang didanai DAK diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

jalan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum, infrastruktur sanitasi, 

prasarana pemerintah, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, 

keluarga berencana, kehutanan, perdagangan, sarana dan prasarana daerah 

tertinggal, listrik pedesaan, perumahan dan permukiman, transportasi perdesaan, 

sarana dan prasarana kawasan perbatasan, keselamatan transportasi darat 

(Bappenas, 2011). 

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang 

aktivitas dan mobilitas ekonomi suatu daerah, perkembangan kapasitas 

infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output 

ekonomi daerah tersebut. Oleh sebab itu, setiap daerah akan berlomba-lomba 

untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur daerahnya. Di Indonesia sendiri, 
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pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur, 

terutama dalam melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas 

infrastruktur yang dimilikinya. Di dalam struktur APBD, alokasi dana untuk 

pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam bentuk belanja modal (Saraswati, 

2018). 

Handayani et al., (2019) mengemukakan bahwa belanja modal merupakan 

pengeluaran anggaran yang berasal dari APBD untuk perolehan aset tetap dan aset 

lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Salah satu 

kegiatan dalam belanja modal yang mampu menghasilkan sumber-sumber 

keuangan yaitu pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Selain itu, 

infrastruktur memiliki dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas hidup 

dan kesejahteraan masyarakat, termasuk dengan meningkatkan nilai konsumsi, 

produktivitas tenaga kerja, dan akses ke lapangan kerja, serta dengan 

meningkatkan kemakmuran nyata. Pesatnya pembangunan infrastruktur di suatu 

daerah dapat mendorong kegiatan investasi di daerah tersebut, yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah di masa depan. 
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Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah Belanja Modal (BM) 10 Provinsi di 

Pulau Sumatera. 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022), data diolah. 
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serta cenderung mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan kondisi 
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pengelolaan dan perencanaan yang baik dari pemerintah daerah sehingga tercapai 

pembangunan ekonomi dan penurunan kesenjangan. 

Dalam pelaksanaannya terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

ketimpangan wilayah ini, selain dana alokasi khusus dan belanja modal terdapat 

juga dana desa yang menjadi stimulus dalam meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi serta pembangunan daerah dan nasional, dimana dana desa sendiri 

merupakan bagian penting dalam kegiatan pembangunan desa. Menurut DJPB 

Kemenkeu, (2022) dana desa adalah sebuah program yang dirancang pemerintah 

dengan harapan dapat mendukung pembangunan desa, seperti dalam UU No. 6 

tahun 2014 yang berbunyi dana desa adalah suatu komponen pendapatan desa 

yang berasal dari APBN. Dana desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah 

disahkannya PP No. 60 tahun 2014 dan UU No. 6 tahun 2014 mengenai dana 

desa. Dana desa diberlakukan dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan-

kebutuhan desa guna mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi untuk 

mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Berikut gambaran jumlah 

realisasi dana desa di Pulau Sumatera. 
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Gambar 1.4 Perkembangan Realisasi Dana Desa 10 Provinsi di Pulau 

Sumatera selama tahun 2019-2021. 

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2022), data diolah. 
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anggaran dana desa tahunan dari pemerintah pusat untuk setiap desa dengan angka 
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menjadi yang tertinggi dimana tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 

Rp4.977.709 juta dan sebaliknya di tahun 2021 mengalami penurunan 

Rp4.573.762 juta. Sedangkan jumlah dana desa desa terendah sepanjang tahun 

2019 sampai 2021 diterima oleh Provinsi Kep. Riau. Di tahun 2019 jumlah dana 

desa Provinsi Kep. Riau sebesar Rp260.250 juta, hingga tahun 2020 mengalami 

peningkatan sebesar Rp269.976 juta dan di tahun 2021 justru mengalami 

penurunan sebesar Rp253.842 juta. 
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Jika dilihat secara keseluruhan dana desa yang dialokasikan pemerintah 

pusat untuk setiap desa di Indonesia terus mengalami peningkatan. Pada tahun 

2018 hingga 2021 pemerintah setidaknya telah menambah dana desa sebesar 

Rp12 triliun sehingga pada tahun 2021 dana desa menjadi Rp72 triliun. Salah satu 

faktor dana desa akan terus meningkat setiap tahun adalah karena jumlah desa 

yang terus mengalami pemekaran, jumlah penduduk yang terus bertambah, dan 

tingkat kemiskinan yang masih tinggi. Jumlah seluruh dana desa yang telah 

disalurkan selama tahun 2015-2021 sebesar Rp400,1 triliun dalam mendongkrak 

perekonomian desa (Indrawati, 2017). 

  Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa Dana Desa, Dana 

Alokasi Khusus dan Belanja Modal memiliki potensi besar untuk mengurangi 

Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah di Pulau Sumatera. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang , maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: Bagaimana pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja 

Modal terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: Menganalisis adanya pengaruh Dana Desa, Dana Alokasi Khusus, dan 

Belanja Modal terhadap Ketimpangan Wilayah di Pulau Sumatera. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau 

kontribusi, informasi serta dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya 

terutama mahasiswa jurusan Ekonomi Pembangunan khususnya dan 

mahasiswa Fakultas Ekonomi pada umumnya tentang peran Dana Desa, Dana 

Alokasi Khusus, dan Belanja Modal dalam mengurangi tingkat Ketimpangan 

Wilayah antar Provinsi di Pulau sumatera 

b. Penelitian ini juga diharapkan bisa melengkapi kajian-kajian mengenai 

Ketimpangan Pembangunan antar Wilayah dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti, peneliti dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama 

proses perkuliahan. Peneliti dapat lebih memahami tentang pengaruh Dana 

Desa, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Ketimpangan 

Wilayah antar Provinsi di Pulau Sumatera. 

b. Bagi Pemerintah daerah provinsi, penelitian ini dapat menjadi sumber 

masukan dan acuan yang berguna bagi pemerintah dalam upaya pengambilan 

kebijakan, terutama yang bersinggungan terhadap ketimpangan sehingga 

dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah khususnya di Pulau Sumatera dan 

masyarakat Indonesia pada umumnya. 
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